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ABSTRAK 

ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA 

PASIEN DAN BIDAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG­

UNDANGAN YANG BERLAKU 

(STUDI KASUS DI KABUPATEN DELI SERDAi1\f G) 

Nam a 
Program 

Pembimbing I 

Pembimbing II 

:ASLAM AF 

: Magister Hu ku m 

: Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum 

: Taufik Siregar, SH., M.Hum 

Penyelesaian sengketa di bidang kesehatan, terutama sengketa antara bidan 
dengan pasien menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan, hams diselesaikan diluar pengadilan. Penyelesaian diluar pengadilan 
merupakan model altematif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution) 
yang bertumpu pada mediasi, konsiliasi dan negoisasi. Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membentuk Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK) dan memberikan wewenang kepada BPSK untuk 
menyelesaikan setiap sengketa antara pelak:u usaha dengan konsumen di luar 
pengadilan dengan cara mediasi, konsiliasi dan negoisasi dengan syarat, bahwa 
penyelesaian diluar pengadilan tidak menghilangkan unsur pidana apabila pada saat 
proses mediasi atau negoisasi ditemukan adanya tindak pidana. Penyelesaian 
sengketa melalui BPSK memberikan suatu pengertian . bahwa tenaga kesehatan 
termasuk penyedia fasilitas kesehatan secara hukum sebagai pelaku usaha dan 
penerima layanan kesehatan sebagai konsumen (subyek hukum perdata). Sedangkan 
jasa pelayanan kesehatan sebagai obyek hukum perdata. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat 
deskriptif. Untuk menganalisa ketentuan hukum penyelesaian sengketa di bidang 
kesehatan, digunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dengan cara 
melak:ukan singkronisasi terhadap undang-undang tenaga kesehatan dengan undang­
undang perlindungan konsumen serta pendekatan kasus (case approach). 

Kedua pendekatan tersebut berlandaskan pada teori kepastian hukum dari 
Gustav Radbruch, untuk memberikan gambaran bahwa penyelesaian sengketa diluar 
pengadilan adalah sebuah model penyelesaian sengketa yang mampu memberikan 
rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. 

Kata kunci: Alternatif penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen, bidan, tenaga 
kesehatan. 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF LEGAL DISPUTE SETTLEMENT BETWEEN PATIENTS 
AND MIDWIVES BY REGULATIONS APPLICABLE LEGISLATION 

(CASE STUDY IN THE DISTRICT DELI SERDANG ) 

Nam a 
Program 

Mentor I 

Mentor II 

: ASLAM AF 
: Magister Hukum 

: Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum 

: Taufik Siregar, SH., M.Hum 

Settlement of disputes in the health sector, particularly the dispute between 

midwives to patients according to Law No. 36 of2014 on Health Workers, should be 

resolved outside the court. Settlement out of court is a model of alternative dispute 

resolution (ADR) that relies on mediation, conciliation and negotiation. Law No. 8 of 

1999 on Consumer Protection formed a Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) 

and authorizes BPSK to resolve any disputes between businessmen and consumers 

out of court with less how mediation, conciliation and negotiation with the proviso, 

that the settlement outside the court is not eliminating the criminal element, if during 

the process of mediation or negotiation found any criminal act. BPSK dispute 

resolution provides an understanding that health workers, including providers of 

healthcare facilities by law as entrepreneurs and as consumers of health services (the 

subject of civil law). While health care services as an object of civil law. 

This study is a normative legal research is descriptive. To analyze the legal 
provisions of dispute resolution in the field of health, the approach used law (statute 
approach) by way of sync with the laws of health workers with consumer protection 
laws as well as the approach of the case (case approach). Both of these approaches 
are based on theories of Gustav Radbruch legal certainty, to give you an idea that the 
dispute out of court is a model of dispute resolution which could provide a sense of 
justice and legal certainty for the parties to the dispute. 

Keywords: alternative dispute resolution, consumer protection, midwives, health 

workers. 
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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masa:lah 

Indonesia adalah negara hukum. Sebagai sebuah negara hukum 

(rechtstaa:t), ma:ka negara hukum memiliki dua buah makna, yakni yang 

pertama adalah pengaturan mengenai batasan-batasan peranan negara atau 

pemerin:tahan dalam mencampuri kehidupan dan pergauian masyarakat, 

sedangkan yang ke-dua adalah jaminan-jaminan hukum atas hak-hak, baik 

sipil atau hak-hak pribadi (individual rights), hak-hak politik (political 

rights), maupun hak-hak sebagai sebuah kelompok atau hak-hak sosial 

sebagai hak asasi yang melekat secara alamiah pada setiap insan, baik secara 

pribadi atau kelompok. 

"Setiap orang berhak atas pengakuan,. jaminan,. perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 
hukum." 
"Seliap orang berha:k hidup sejahtera lahir dan batin, bertempa:t 
tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta 
berhak memperoleh pelayanan kesehatan." 

Kalima:t di atas merupakan bagian dari undang-undang dasar 1945, 

Pasal 28 D ayat (1) dan 28 H ayat (1), dimana negara memberikan jaminan 

kepada setiap orang untuk mendapatkan hak atas perlindungan hukum dan 

memperoleh pelayanan kesehatan. 

Sesuai dengan tujuan dari pembukaan UUD 1945, diben:tuknya sebuah 

negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dimana dalam batang 

1 

pertama adalah pengaturan mengenai batasan-batasan peranan negara 

pemerin:tahan dalam mencampuri kehidupan dan pergauian masyarakat, 

sedangkan yang ke-dua adalah jaminan-jaminan hukum atas hak-hak, 

atau hak-hak pribadi (individual rights), hak-hak politik 

maupun hak-hak sebagai sebuah kelompok atau hak-hak 

sebagai hak asasi yang melekat secara alamiah pada setiap insan, 

atau kelompok. 

"Setiap orang berhak atas pengakuan,. jaminan,. perlindungan, 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 
hukum." 
"Seliap orang berha:k hidup sejahtera lahir dan batin, bertempa:t 
tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat 
berhak memperoleh pelayanan kesehatan." 
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tlibuh telah ditegaskan -hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, maka 

seiring dengan itu pemerintah menerbitkan sebuah undang-undang tentang 

kesehatan dan sebagaimana yang telah dirubah dan atau dicablit serta 

terakhir yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan. Kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan, mendayagunakan 

tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memberikan 

pelindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya 

kesehatan, mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan 

upaya kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan memberikan 

kepastian hukum kepada masyarakat dan tenaga kesehatan maka 

diterbitkanlah sebuah undang'.'"undang tentang tenaga kesehatan dan 

sebagaimana yang telah dirubah dan atau dicabut serta terakhir yang berlaku 

adalah Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 

Bidan adalah termasuk dalam salah satu jenis tenaga kesehatan yang 

masuk dalam kelompok tenaga kebidanan, sesuai dengan ketentuan umum 

Pasal 1 angka 1, Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan, maka sebagai tenaga kesehatan, bidan dalam melakukan praktek 

memerlukan suatu kewenangan dimana kewenangan tersebut tentunya 

disesuaikan dengan kompetensi yang dimilikinya. 
· · 

Kegiatan utama bidan pada dasamya adalah membantu persalinan 

bagi ibu-ibu yang hendak melahirkan danf atau membantu orang-orang yang 

membutuhkan pertolongan pertama. Pada tahun 1993 WHO 

merekomendasikan agar bidan di bekali pengetahuan dan ketrampilan 

pelindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan 

kesehatan, mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan 

kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan memberikan 

kepastian hukum kepada masyarakat dan tenaga kesehatan 

diterbitkanlah sebuah undang'.'"undang tentang tenaga kesehatan 

sebagaimana yang telah dirubah dan atau dicabut serta terakhir yang 

Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 

Bidan adalah termasuk dalam salah satu jenis tenaga kesehatan 

dalam kelompok tenaga kebidanan, sesuai dengan ketentuan 

1 angka 1, Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang 
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